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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai

tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan

pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah terus

berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas

pemurnian di dalam negeri;

b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang optimal

bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan

kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi,

IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu

mengatur kembali ketentuan mengenai divestasi saham;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
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Batubara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5597);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5597), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat

(1) dan ayat (2) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat yakni

ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi

mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu,

atau batubara diajukan kepada Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan

paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi

Produksi.

(1a) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi

mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya

jangka waktu IUP Operasi Produksi.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)

paling sedikit harus dilengkapi:
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a. peta dan batas koordinat wilayah;

b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi

3 (tiga) tahun terakhir;

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya dapat menolak permohonan

perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila

pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil

evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak

menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi

Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP

Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat

diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah

memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi

sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP

Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi

diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya

jangka waktu IUPK Operasi Produksi.
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